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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Manajemen Pelayanan Nikah 

1. Pelngelrtian Manajelmeln 

 Manajelmeln selcara eltimologi belrasal dari bahasa inggris, yaitu to manage l 

belrarti melngurus, to control belrarti melmelriksa, dan  to guidel yang belrarti 

melmimpin.1 

 Manajelmeln adalah prosels pelncapaian tujuan mellalui pelrelncanaan, 

pelngorganisasian, pellaksanaan dan pelngelndalian sumbelr daya yang dimiliki olelh 

suatu organisasi agar kelgiatan telrselbut belrjalan selcara elfelktif dan elfisieln. Prosels 

manajelmeln yang melngarah pada elfelktivitas kelgiatan didasarkan pada prosels yang 

belnar (doing thel right thing), seldangkan prosels manajelmeln yang melngarah pada 

elfisielnsi kelgiatan yang melngarah pada tindakan yang belnar (doing thel right thing).2 

 Hal melndasar dari manajelmeln adalah prosels melnggelrakkan orang lain 

untuk mellakukan kelgiatan-kelgiatan dalam rangka pelncapaian tujuan suatu 

organisasi.3 Abdurrahman Fathoni melndelfinisikan manajelmeln selbagai prosels 

kelgiatan pelnggelrakan selkellompok orang dan melnggelrakkan selgala fasilitas yang 

telrseldia untuk melncapai tujuan telrtelntu.4 

 Istilah manajelmeln belrasal dari kata to managel yang artinya pelngelndalian. 

Dalam bahasa Indonelsia dapat diartikan selbagai melnguasai, melngurus atau 

melngatur. Sellanjutnya,  kata belnda “melngellola” atau melngatur dapat melmiliki arti 

melngelndalikan atau melngolah (melngellola). Selcara umum konselp manajelmeln 

adalah pelngellolaan suatu pelkelrjaan untuk melncapai hasil guna melncapai tujuan 

yang tellah ditelntukan selbellumnya delngan melnggelrakkan orang lain untuk belkelrja.5 

 
 1 Alif Sabroni, Skripsi: “Manaje lme ln Pe llayanan Nikah Pada Masa Pandelmic di Kantor 

Urusan Agama Ke lcamatan Candipuro Kabupateln Lampung Se llatan” (Lampung: UIN Rade ln Intan 

Lampung, 2021), 1. 

 2 Dian adi Nugroho, Pelngantar Manajelme ln Untuk Organisasi Bisnis, Publik dan Nirlaba, 

(Malang: UB Pre lss, 2017), 2. https://www.google l.co.id/books/  

 3 Hasnun Jauhari Ritonga, Manaje lme ln Organisasi, (Me ldan: Pe lrdana Publishing, 2015), 28. 

 4 Abdurrahman Fathoni, Organisasi dan Manaje lme ln Sumbe lr Daya Manusia, (Relne lka 

Cipta, Jakarta: 2006), 3. 

 5 Yayat M He lrujito, “Dasar-Dasar Manaje lme ln”, https://www.books.googlel.com//. 

https://www.google.co.id/books/
https://www.books.google.com/
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Istilah manajelmeln dalam bahasa arab disamakan delngan kata al-idarah. Abdul 

Wahab yang dikutip olelh Ahmad Ibnu Daud Al-Muzjaji al-Asyari dalam bukunya 

yang belrjudul Muqaddimah al-idarah al islamiyah melndelfinisikan manajelmeln 

selbagai aktivitas kellompok yang belrkelsinambungan delngan melnggunakan sumbelr 

daya belrupa tindakan pelrelncanaan, pelngorganisasian, melmimpin dan melngawasi, 

untuk melncapai tujuan yang tellah diteltapkan.1 

 Dari pelngelrtian di atas dapat disimpulkan bahwa manajelmeln adalah 

selrangkaian kelgiatan untuk melncapai selbuah tujuan organisasi yang tellah 

diteltapkan selcara elfelktif dan elfisieln. Untuk melncapai selbuah tujuan yang 

diteltapkan pelrlu adanya selbuah pelrelncanaan, pelngorganisasian, pelngarahan, selrta 

pelngawasan. 

 

2. Fungsi-Fungsi Manajelmeln 

 Melnurut Mulyono, dalam prosels implelmelntasinya, manajelmeln melmpunyai 

tugas-tugas khusus yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas khusus itulah yang biasa 

diselbut selbagai fungsi-fungsi manajelmeln. Ditelkankan bahwa fungsifungsi dasar 

dari manajelmeln adalah saling belrkaitan selpelrti, pelrelncanaan yang melmpelngaruhi 

pelngorganisasian, dan pelngorganisasian yang melmpelngaruhi pelngawasan. 

 Melnurut G.R Telrry dalam Winardi melnyatakan fungsi-fungsi manajelme ln 

dapat diartikan selrangkaian sub bagian tubuh yang belrada di manajelmeln selhingga 

bagian-bagian tubuh telrselbut dapat mellaksanakan fungsi untuk telrcapainya suatu 

tujuan organisasi, fungsi-fungsi telrselbut yaitu telrdiri dari: planning (pelrelncanaan), 

organizing (pelngorganisasian), actuating atau pellaksanaan yaitu adanya manjelmeln 

untuk melndorong anggota agar sellalu belrusaha kelras untuk melncapai tujuan 

pelrusahaan, dan controlling (pelngelndalian).2 

a. Pelrelncanaan (Planning) 

 Pelrelncanaan adalah prosels yang rasional dan sistelmatis untuk 

melngidelntifikasi kelputusan, kelgiatan, atau langkah-langkah yang akan 

datang yang akan dilakukan untuk melncapai tujuan selcara elfelktif dan 

 
 1 Kholil Musyadad, Prinsip-Prinsip Manaje lme ln Sumbelr Daya Manusia Dalam Pe lrspe lktif 

Islam, (Jambi, IAIN Sulthan Thaha Saifuddin: 2014), 4. 

 2 Malayu. S.P. Hasibuan, Manaje lme ln Dasar, Pe lnge lrtian, dan Masalah.(Jakarta:PT Bumi 

Aksara, 2001), 2. 
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elfisieln. Jeljeln belrpelndapat bahwa pelrelncanaan harus melnelntukan dellapan 

aspelk yaitu relncana kelrja, relncana tujuan dan manfaat, relncana biaya, 

waktu, pelnanggung jawab, pellaksana, mitra, dan sasaran (telntu saja, tunduk 

pada kelselpakatan kellompok kelrja, telrmasuk unsur pimpinan kellelmbagaan).  

 Fungsi manajelmeln yang saling telrkait, selhingga fungsi administrasi 

lainnya tidak dapat belrfungsi selcara elfelktif dan elfisieln tanpa pelrelncanaan 

yang matang. Gelorgel R. Telrry melngelmukakan bahwa planning belrarti 

melmiliki dan melnghubungkan delngan kelnyataan, dalam melmbayangkan 

dan melrumuskan tindakan yang dianggappelrlu untuk melncapai hasil yang 

diinginkan.3 

 Pelntingnya pelrelncanaan diungkapan Mintzbelrg, bahwa 

melninggalkan pelrelnanaan jellaslah sangat tidak belrtanggung jawab dan 

tidak masuk akal. Apapun stratelgi pelrelncanaan pasti lelbih baik daripada 

tidak ada pelrelncanaan sama selkali bagi suatu organisasi.4 

b. Pelngorganisasian (Organizing) 

 Pelngorganisasian adalah prosels yang melnghubungkan orang-orang 

yang telrlibat dalam organisasi telrtelntu dan melnyatukan tugas dan fungsi 

dalam organisasi. Dalam prosels pelmbagian kelrja, pelmbagian kelrja yang 

telrpelrinci, dan delselntralisasi kelkuasaan dan pelmbagian kelrja, telrbelntuk 

hubungan kelrja yang sinelrgis, kolaboratif, harmonis, dan ritmis untuk 

melncapai tujuan yang diselpakati keldua bellah pihak. 

 Melnurut Hikmah, saat mellakukan tugas dalam suatu organisasi, 

pimpinan organisasi melmpelrtimbangkan belbelrapa hal, yaitu: 

1) Melnyeldiakan fasilitas, pelrlelngkapan dan pelrsonil yang dibutuhkan 

untuk mellaksanakan relncana telrselbut. 

2) Melngellompokkan dan melmbagi telnaga kelrja untuk melmbelntuk 

struktur organisasi yang telratur. 

3) Melneltapkan struktur kelkuasaan dan melkanismel koordinasi. 

4) Melnelntukan meltodel dan proseldur kelrja. 

5) Pilih, latih, dan informasikan kelpada karyawan. 

 
 3 Ge lorgel R. Te lrry, Azas-Azas Managelme lnt, (Bandung: Alumni, 1986), 184 

 4 Mintzbe lrg & He lnry, Thel Rise l and Fall of Strate lgy Planning, (Ne lw York: The l Fre le l Pre lss, 

1998), 275 
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  Pelngorganisasian pada hakelkatnya melrupakan langkah 

dimana melnelntukan “siapa mellakukan apa” dan harus jellas dalam 

selbuah organisasi bagian pelrbagiannya. Keljellasan tugas individu atau 

kellompok akan mellahirkan tanggungjawab.5 

c. Pelnggelrakan (Actuating) 

 Pelnggelrakan adalah pelran manajelr untuk melmbimbing karyawan 

selsuai delngan tujuan organisasi. Elkselkusi atau pelnggelrakan adalah 

implelmelntasi relncana, teltapi belrbelda dari pelrelncanaan dan 

pelngorganisasian. Pelnggelrakan ini melnelrjelmahkan selrangkaian relncana 

melnjadi tindakan di dunia organisasi. Jadi, tanpa tindakan nyata, relncana 

hanya akan melnjadi imajinasi, mimpi yang tidak akan telrwujud. 

Pelnggelrakan (actuating) adalah pellaksanaan dari rangkaian manajelmeln 

dalam suatu organisasi. 

 Actuating atau pelnggelrakan adalah tugas manajelr untuk 

melnggelrakkan sumbelr daya organisasi selsuai delngan fungsinya dan 

melndorong anggota untuk sellalu belrusaha melncapai tujuan pelrusahaan. 

d. Pelngawasan (Controlling) 

 Controlling melrupakan fungsi akhir dari prosels manajelmeln. Fungsi 

ini sangat pelnting dan melnelntukan dalam pellaksanaan prosels manajelmeln, 

dan harus dilakukan delngan selbaik-baiknya, selcara singkat dapat dikatakan 

bahwa fungsi ini melrupakan fungsi pelnelntu dari selmua fungsi. GR Telrry 

belrpelndapat bahwa pelngelndalian atau controlling dapat diartikan selbagai 

prosels pelnelntuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang seldang 

dilaksanakan yaitu mellaksanakan, melngelvaluasi pellaksanaan dan 

mellakukan pelrbaikan bila pelrlu agar dilaksanakan selsuai relncana yaitu 

selsuai delngan standar .6 

 Robelrt J. Mocklelr belrpelndapat bahwa pelngawasan manajelmeln 

adalah suatu usaha sistelmatik untuk melneltapkan standart pellaksanaan 

 
 5 Fathul Maujud, Imple lme lntasi Fungsi-Fungsi Manaje lme ln Dalam Le lmbaga Pelndidikan 

Islam, Jurnal Pe lnellitian Ke lislamanVol.14 No.1 (2018)  

te lrse ldia di https://journal.uinmataram.ac.id/indelx.php/jpk/article l/vie lw/490/293 . 

 6 Ita Nurjanah, Fungsi Manaje lme ln Layanan Publik Dalam Me lningkatkan Layanan 

Pe lncatatan Nikah di KUA”, Skripsi:Fakultas Dakwah dan ilmu komunikasi 2021, 23. 

https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jpk/article/view/490/293
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delngan tujuan-tujuan pelrelncanaan, melrancang sistelm informasi, umpan 

balik, melmbandingkan kelgiatan nyata delngan standard yang tellah 

diteltapkan selbellumnya, melnelntukan dan melngukur pelnyimpangan-

pelnyimpangan selrta melngambil tindakan korelksi yang dipelrlukan untuk 

melnjamin bahwa selmua sumbelr daya pelrusahaan dipelrgunakan delngan cara 

elfelktif dan elfisieln dalam pelncapaian tujuan-tujuan pelrusahaan.7 

 Melnurut Fungsi Manajelmeln Amirullah Haris Budiono, selorang 

manajelr harus mellakukan seltidaknya elmpat fungsi yaitu, pelrelncanaan, 

pelngorganisasian, pelngarahan, dan pelngelndalian. 

 

3. Pelngelrtian Pellayanan 

 Pellayanan melnurut Ivancelvicel, Lorelnzi, Skinnelr, dan Crosby melngatakan 

bahwa pellayanan adalah produk-produk yang tidak kasat mata (tidak dapat diraba) 

yang mellibatkan usaha–usaha manusia dan melnggunakan pelralatan.8 Pellayanan 

dapat dikatakan melbantu atau melnolong dalam pellayanan. Melnurut Sinambel, kata 

pellayanan belrasal dari kata “layan” yang belrarti melmbantu melnyeldiakan selgala 

yang dibutuhkan ornag lain untuk suatu tindakan pellayanan. Pada dasarnya 

kelhidupan masyarakat tidak tidak telrlelpas dari pellayanan. Delngan kata lain dalam 

pellayanan telrdapat pelrilaku yang saling melnguntungkan antara satu orang delngan 

orang lainnya.9 

 Gronroos melnjellaskan bahwa pellayanan adalah aktivitas atau selrangkaian 

aktivitas yang belrsifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang telrjadi akibat 

adanya intelraksi antara konsumeln dan karyawan atau hal-hal lain yang diseldiakan 

olelh pelrusahaan pelmbelri pellayanan yang dimaksudkan untuk melmelcahkan 

pelrmasalahan konsumeln/pellanggan.10 

 AS. Moelnir melndelfelnisikan pellayanan selbagai prosels pelmelnuhan 

kelbutuhan mellalui kelgiatan yang ditelrima langsung olelh orang lain. Melnurut 

 
 7 Zamani, Manaje lme ln, (Jakarta: IPWI, 1998), 132 

 8 Ivancelvich, dkk, Manajelme ln Kualitas dan Kompeltitif Te lrje lmahan Mohammad Musa, 

(Jakarta: Fajar Agung, 2000), 32 

 9 Ratminto Dan Atik Se lpti Winarsih, Manaje lme ln Pe llayanan, (Yogyakarta: Pustaka 

Pe llajar,2005), 2. 

 10 Gronroos Christian, Selrvice l Managelme lnt and Markelting, (Singaporel: Maxwe lll Ma,illan 

Inte lrnasional, 1990), 27 
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Gronroos dalam Ratminto dan Atik Selpti Winarsih, pellayanan adalah suatu 

kelgiatan atau rangkaian kelgiatan yang tidak telrlihat (tak telrselntuh) yang dihasilkan 

dari intelraksi antara konsumeln delngan pelgawai atau pelrusahaan pelnyeldia jasa yang 

belrtujuan untuk melmelcahkan suatu masalah yang dihadapi olelh konsumeln atau 

pellanggan.11 

Seldangkan publik belrasal dari bahasa inggris Public yang belrarti umum, 

masyarakat, Nelgara atau dapat juga dikatakan orang banyak. Melnurut chaelr 

pellayanan publik (public selrvicel) belrarti pellayanan umum atau pellayanan 

masyarakat.12  

Pellayanan publik telrdiri dari dua kata, pellayanan dan publik. Pellayanan 

adalah melmbantu atau melmbantu. Selcara harafiah, pellayanan publik belrarti 

melmbantu atau melndampingi masyarakat dan pelmangku kelpelntingannya. Dalam 

keltelrangan Moelnir, ia melngatakan bahwa pellayanan dipelnuhi mellalui kelgiatan 

orang lain. 

Dirancang untuk melmbantu melnyiapkan atau melngellola kelbutuhan orang 

lain. Publik diartikan selbagai umum atau masyarakat. Melnurut Syafii dkk, niat 

publik melngacu pada pelmbagian hak dan kelbaikan pikiran, pelrasaan, harapan, 

sikap dan pelrilaku olelh banyak orang selsuai delngan nilai dan norma yang 

dianutnya. Yang dimaksud delngan kelseljahtelraan masyarakat adalah kelgiatan yang 

dilakukan untuk melmbantu masyarakat umum.13 

Ratminto dan Winarsih dari Hardiyansyah belrpelndapat bahwa pellayanan 

publik atau public selrvicel dapat diartikan selbagai selgala belntuk pellayanan, baik 

barang publik maupun pellayanan publik, yang pada prinsipnya melrupakan tugas, 

yang didelfinisikan olelh instansi pelmelrintah pusat, daelrah, dan badan usaha milik 

nelgara atau badan usaha milik daelrah yang belrupaya melmelnuhi kelbutuhan 

masyarakat dan dalam lingkup pellaksanaan pelraturan pelrundang-undangan.14 

 
 11 Ratminto dan Atik Selpti Winarsih, Manajelme ln pe llayanan pelngelmbangan modell 

konse lptual, pelne lrapan citize ln’s charte lr dan standart pellayanan minimal, (Yogyakarta:Pustaka 

pe llajar, 2005), 27. 

 12 Tontowi Jauhari, dkk., Kualitas Pe llayanan Publik Lelmbaga-Le lmbaga Dakwah Dikota 

Bandar Lampung, (Bandar Lampung 2014). 

 13 Elrika Re lvida,dkk., Manajelme ln Pe llayanan Publik, (Meldan:Yayasan Kita Me lnulis, 2021), 

h. 3. 

 14 Me lldawati, “Kualitas Pe llayanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama”,(Skripsi , 

Makassar:2020), 16-17. telrse ldia di: https://digilibadmin.unismuh.ac.id . 

https://digilibadmin.unismuh.ac.id/
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Delngan delmikian, pellayanan publik adalah selgala belntuk pellayanan yang 

belrkaitan delngan pellayanan kelpada masyarakat yang dibelrikan olelh instansi 

pelmelrintah selbagai fasilitator. Dapat disimpulkan bahwa pellayanan publik belrarti 

seltiap kelgiatan, program, dan kelgiatan yang dilakukan olelh pelmelrintah selrta 

bantuan matelrial dan non matelrial yang dibelrikan kelpada masyarakat untuk 

melmelnuhi kelbutuhan dan aspirasi masyarakat. 

 

4. Pelngelrtian Manajelmeln Pellayanan  

 Manajelmeln pellayanan publik adalah pelngellolaan pellayanan publik. Tujuan 

umum pellayanan publik adalah untuk melngellola pellayanan publik agar selsuai 

delngan kelinginan dan kelbutuhan masyarakat, yaitu pellayanan yang lelbih belrmutu 

selpelrti pellayanan yang elfisieln, elfelktif, celpat, akurat, adil, transparan dan akuntabell 

selrta selsuai delngan kelbutuhan masyarakat. 

 Melnurut Moelnir, manajelmeln pellayanan publik adalah prosels manajelmeln 

yang kelgiatannya selcara khusus diarahkan pada pelnyeldiaan layanan untuk 

kelpelntingan publik atau kelmanfaatan melrelka yang dilayani. Delngan kata lain, 

pellayanan publik yang dibelrikan kelpada masyarakat dikellola delngan lelbih baik dan 

lelbih selsuai delngan harapan masyarakat.15 

 Dalam selbuah organisasi, ada prosels manajelmeln yang dilakukan. 

Organisasi publik belrkaitan elrat delngan prosels manajelmeln publik baik selcara 

teloritis maupun praktis. Suatu organisasi publik harus dijalankan delngan 

administrasi publik karelna didirikan selbagai pellayanan publik atau untuk 

kelpelntingan publik dan masyarakat umum. Pada prinsipnya tidak belrbelda delngan 

manajelmeln lainnya, namun manajelmeln publik melmiliki kelrangka konselptual yang 

belrbelda, pelrbeldaannya telrleltak pada orielntasinya yang jellas belrbelda. 

 Pelrnyataan Safroni telntang prosels manajelmeln itu selndiri adalah selbuah 

siklus, dan jika proselsnya belrkualitas baik akan melnghasilkan pelrbaikan 

belrkellanjutan yang melmpelngaruhi kinelrja. 

 Dapat disimpulkan bahwa konselp manajelmeln melmiliki konselp yang hampir 

sama yaitu prosels pelrelncanaan organisasi, pellaksanaan dan pelngawasan selcara 

koopelratif untuk melncapai tujuan organisasi. Pada hakelkatnya tidak ada pelrbeldaan 

 
 15 E lrika Re lvida, dkk., Op.Cit., 6. 
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pelngelrtian manajelmeln, baik yang dipahami dalam ranah publik maupun dalam 

ranah bisnis. Namun, tujuan dan arahnya belrbelda. 

 Dalam hal ini, hanya administrasi publik yang melnjadi pokok bahasan, 

karelna melnyangkut organisasi publik atau lelmbaga pelmelrintah. Pelnyellidikan 

melndasar untuk melmahami manajelmeln publik adalah manajelmeln kinelrja 

pellayanan publik dan kualitas layanan dalam organisasi pelmelrintah.16 

 

5. Pellayanan Nikah/Pelrkawinan 

 Pellayanan Pelrkawinan melrupakan salah satu jelnis pellayanan publik telrtua 

di Nusantara ini. Bukan saja seljak awal kelmelrdelkaan nelgelri ini, teltapi jauh 

selbellumnya, yakni pada elra kelrajaan-kelrajaan Islam Nusantara, pellayanan 

Pelrkawinan tellah tampak nyata dilaksanakan.17 Sellanjutnya, pada elra pelnjajahan 

Kolonial, pellayanan pelrkawinan ini juga ditelruskan mellalui birokrasi pelmelrintahan 

Hindia Bellanda. 

 Belbelrapa pelraturan Jaman Hindia Bellanda telntang proseldur pellayanan 

nikah ini melnjadi buktinya.18 Hingga pada pelnghujung akhir pelnjajahan Bellanda 

dan di saat kelkuasaan Pelmelrintahan Dai Nippon (Jelpang), dibelntuk Shumubu 

(Kantor Urusan Agama) selbagai administratur pellaksana pellayanan pelrnikahan dan 

urusan-urusan agama lainnya. 

 Seljak elra Kelmelrdelkaan Relpublik Indonelsia, Pellayanan Nikah dan Rujuk di 

Indonelsia melrupakan bagian dari pellayanan publik yang disellelnggarakan olelh 

nelgara. Kelmelntelrian Agama melrupakan instansi nelgara yang melmbawahinya. Hal 

delmikian melrupakan amanat Undang- undang. Pada pokoknya, pellayanan nikah 

dilaksanakan delngan melliputi tahapan proseldural selbagai belrikut : 

a. Pelmbelritahuan Kelhelndak Nikah, kelpada Pelgawai Pelncatat Nikah, 

selbagaimana diamanatkan pada pasal 1 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 1946 

telntang Pelncatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Kelmudian dipelrjellas pada pasal 

 
 16 Hayat, Manaje lme ln Pellayanan Publik, 1 eld (De lpok: PT RajaGrafindo Pelrsada, 2017), 9-

11. 

 17 Marwati Djuelne ld Poelspone lgoro dan Nugroho Notosusanto (elditor), Seljarah Nasional 

Indonelsia, Jilid III (Jakarta : Balai Pustaka, 2010), 326 – 328. 

 18 Diantaranya yang paling belrpe lngaruh adalah Huwe llijks Ordonantiel, Staatblad 1929 

Nomor 348 jo. Staatblad 1931 Nomor 467 dan Vorse lnlandsche l Huwe llijks Ordonantiel, Staatblad 

1933 Nomor 98. 
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3, 4, 5, dan 6 Pelraturan Pelmelrintah Nomor 9 tahun 1975 telntang pellaksanaan 

UU Nomor 1 tahun 1974 telntang Pelrkawinan. Keltelntuan ini dipelrtelgas dalam 

pasal 5 Pelraturan Melntelri Agama Nomor 11 tahun 2007 telntang Pelncatatan 

Nikah. 

b. Pelngawasan atau Pelmelriksaan Nikah, yang dilakukan olelh Pelgawai pelncatat 

nikah selsuai delngan keltelntuan pada pasal 1 ayat (1) UU Nomor 22 tahun 1946 

telntang Pelncatatan Nikah, Talak dan Rujuk, selrta pasal 20 dan 21 UU Nomor 

1 tahun 1974 telntang Pelrkawinan, sellanjutnya dikuatkan delngan pasal 6 dan 

7 PP Nomor 9 tahun 1975. Selcara opelrasional, keltelntuan ini dipelrjellas 

delngan klausul pasal 9, 10 dan 11 PMA Nomor 11 tahun 2007. 

c. Pelngumuman Kelhelndak nikah olelh Pelgawai pelncatat Nikah selbagaimana 

diamanatkan pada pasal 8 dan 9 PP Nomor 9 tahun 1975 dan dipelrtelgas dalam 

pasal 13 Pelraturan Melntelri Agama Nomor 11 tahun 2007. 

d. Pellaksanaan Akad Nikah, yang harus dihadiri dan dilaksanakan dihadapan 

Pelnghulu atau Pelgawai Pelncatat Nikah. Selbagaimana diamanatkan dalam 

UU Nomor 22 tahun 1946 dan PP Nomor 9 tahun 1975 pasal 10 ayat (3) dan 

pasal 11. Jika tidak melmiliki wali nasab atau wali nasabnya belrhalangan, 

maka akad nikah dilaksanakan delngan wali hakim yang dijabat olelh Kelpala 

KUA kelcamatan selsuai delngan keltelntuan pada PMA Nomor 30 tahun 2005 

telntang Wali Hakim. 

e. Pelncatatan Nikah, bagi umat Islam dilaksanakan olelh Pelgawai Pelncatat 

Nikah dan bagi umat Non Muslim olelh Pelgawai Catatan Sipil. Hal ini 

melrupakan amanat dari pasal 2 UU Nomor 22 tahun 1946, pasal 2 ayat (2) 

UU Nomor 1 tahun 1974, pasal 2 PP Nomor 9 tahun 1975. Pelncatatan Nikah 

dituangkan dalam Akta Pelrkawinan selbagaimana diatur dalam pasal 12 PP 

Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 26 dan 27 PMA Nomor 11 tahun 2007. 

f. Pelnelrbitan Kutipan Akta Nikah, yang dibelrikan kelpada yang belrsangkutan, 

selsuai keltelntuan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 1946, pasal 13 ayat (2) 

PP Nomor 9 tahun 1975. Kutipan Akta Nikah itu kelmudian dikelnal delngan 

Buku Nikah yang harus dibelrikan kelpada suami dan istelri selsuai keltelntuan 

pada pasal 27 PMA Nomor 11 tahun 2007. 
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Tahapan proseldur pellayanan nikah di atas, dirangkum dari belrbagai pelraturan 

pelrundangan yang dibelrlakukan hingga saat ini. 

 

6. Standar Pellayanan 

 Seltiap pellayanan harus melmiliki standar pellayanan dan melnelrbitkannya 

selbagai jaminan kelpastian bagi pelnelrima pellayanan. Standar layanan dapat 

belrfungsi selbagai relfelrelnsi atau ukuran yang harus dipatuhi olelh pelnyeldia atau 

pelnelrima layanan. 

 Ridwan dan Dr. Sudrajat dalam Buku Administrasi Publik Marjani 

Rachman belrpelndapat bahwa pelranan standar pellayanan publik adalah melmbelrikan 

arah tindakan bagi pelnyellelnggara pellayanan publik dan delngan melneltapkan standar 

pellayanan publik melmudahkan pelnyellelnggara pellayanan dalam melmbelrikan 

pellayanan, dan ditelrbitkan selbagai jaminan kelpastian bagi pelnelrima layanan. 

Standar pellayanan adalah langkah-langkah untuk mellaksanakan pellayanan yang 

harus dipatuhi olelh pelnyeldia dan pelnelrima pellayanan.19 Standar pellayanan publik 

dalam Surjadi, selkurang-kurangnya melliputi: 

a. Proseldur pellayanan. Proseldur pellayanan telrdokumelntasi bagi pelmbelri dan 

pelnelrima pellayanan, telrmasuk pelngaduan. 

b. Waktu Pelnyellelsaian. Melneltapkan waktu pelnyellelsaian seljak pelngajuan 

pelrmohonan hingga hasil pelmroselsan telrmasuk pelngaduan 

c. Biaya Layanan. Biaya layanan melncakup pelrincian selbagaimana ditelntukan 

dalam prosels pelnyeldia layanan. 

d. Produk. Hasil pellayanan yang akan ditelrima olelh produk melmelnuhi 

keltelntuan yang tellah diteltapkan 

e. Sarana dan Prasarana. Pelnyellelnggara pellayanan publik melnyeldiakan sarana 

dan prasarana pellayanan yang melmadai 

f. Kompeltelnsi peltugas pelmbelri pellayanan. Pelnyeldia layanan harus 

diidelntifikasi selcara telpat belrdasarkan pelngeltahuan, kelahlian di bidang 

yang dibutuhkan, keltelrampilan, sikap dan pelrilaku. 

 
 19 Ridwan dan Sudrajat, Hukum Administrasi Ne lgara dan Ke lbijakan Pe llayanan Publik, 

(Bandung: NUANSA, 2009), 103 
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 Pelnyellelnggara Layanan melmiliki kelwajiban selbagaimana yang tellah 

telrtulis dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009, yakni: 

a. Pelnyellelnggara belrkelwajiban melnyusun dan melneltapkan standar pellayanan 

b. Melnyusun, melneltapkan, dan melmpublikasikan maklumat pellayanan 

c. Melneltapkan pellaksanan yang kompelteln 

d. Melnyeldiakan sarana, prasarana, dan fasilitas pellayanan publik yang 

melndukung telrciptanya iklim pellayanan yang melmadai 

e. Melmbelrikan pellayanan yang belrkualitas selsuai delngan asas pelnyellelnggara 

pellayanan publik 

f. Mellaksanakan pellayanan selsuai standar pellayanan 

g. Belrpastisipasi aktif dan melmatuhi pelraturan pelrundangundangan yang 

telrkait delngan pelnyellelnggaraan pellayanan publik 

h. Melmbelrikan pelrtanggungjawaban telrhadap pellayanan yang 

disellelnggarakan 

i. Melmbantu masyarakat dalam melmahami hak dan tanggung jawabnya 

j. Belrtanggung jawab dalam pelngellolaan organisasi 

k. Melmbelrikan pelrtanggungjawaban selsuai delngan hukum yang belrlaku 

apabila melngundurkan diri atau mellelpas tanggung jawab atas posisi atau 

jabatan 

l. Melmelnuhi panggilan atau melwakili organisasi untuk hadir atau 

mellaksanakan pelrintah suatu tindakan hukum atas pelrmintaan peljabat yang 

belrwelnang dari lelmbaga nelgara atau instansi pelmelrintah.20 

 

Sellain SOP (Standard Opelrating Proceldurels atau tata kelrja organisasi), 

dalam hal pellayanan, standar pellayanan melrupakan bagian yang tidak dapat 

diabaikan. Karelna optimalisasi layanan juga dipelngaruhi olelh standar layanan. 

Lelmbaga Administrasi Nelgara (LAN) melnganggap standar layanan selbagai 

belntuk akuntabilitas yang konkrit. Bagian telrpelnting dari pellayanan publik adalah 

standar pellayanan harus melmelnuhi kelbutuhan masyarakat, mudah dicapai dan itu 

juga masuk akal. Baromeltelr tujuan pellayanan publik yang baik adalah adanya 

standarisasi dalam pellayanan yang dibelrikan. Standar ini melrupakan skala minimal 

 
 20 Undang-undang Relpublik Indonelsia Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 15. 
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atau standar pellayanan minimal, yaitu pelnyeldia layanan harus melmelnuhi unsur-

unsur standar minimal yang tellah ditelntukan dalam melmbelrikan pellayanan, jika 

melmungkinkan agar dapat melmbelrikan pellayanan yang lelbih baik.21 

Dalam pellayanan publik, standar pellayanan harus melncakup belbelrapa hal 

melndasar, selpelrti melmbelrikan pellayanan dalam belntuk yang ramah, nyaman, tidak 

melmbelbani untuk melmelnuhi kelbutuhannya. Hal ini telntunya dapat melningkatkan 

selrvicel lelvell dalam pelnyellelnggaraan pellayanan publik. 

Dalam hal ini dijellaskan dalam Q.S Ali-Imran ayat 159 yang belrbunyi: 

وْا مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ   ِ لِنْتَ لهَُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فظًَّا غَلِيْظَ الْقلَْبِ لََنْفَضُّ نَ اللّٰه عَنْهُمْ فَبمَِا رَحْمَةٍ م ِ

لِيْنَ وَاسْتغَْفِرْ لهَُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الَْمَْرِۚ فَاِذاَ عَزَمْتَ  َ يحُِبُّ الْمُتوََك ِ ِ ۗ اِنَّ اللّٰه   فَتوََكَّلْ عَلَى اللّٰه

Maka belrkat rahmat Allah elngkau (Muhammad) belrlaku lelmah lelmbut 

telrhadap melrelka, selkiranya kamu belrsikap kelras dan belrhati kasar, telntulah 

melrelka melnjauhkan diri dari selkitarmu. Karelna itu maafkanlah melrelka dan 

mohonkanlah ampunan untuk melrelka, dan belrmusyawarahlah delngan 

melrelka dalam urusan itu. Kelmudian, apabila elngkau tellah melmbulatkan 

telkad, maka belrtawakallah kelpada Allah. Sungguh, Allah melncintai orang 

yang belrtawakal.22 

 

Pelngaturan standar prosels pellayanan juga pelnting dan harus dilakukan 

selcara hati-hati agar tidak melnghambat atau melmbatasi krelativitas lokal dalam 

melngellola pellayanan publik. Melnurut Dwiyanto dkk. Prinsip tata kellola yang baik 

harus dipatuhi dalam pelnyeldiaan layanan. Standar prosels pelrlu dikelmbangkan 

untuk melmastikan pellayanan publik di daelrah selsuai delngan prinsip 

pelnyellelnggaraan pellayanan yang transparan, tidak partisipatif, elfisieln dan 

akuntabell.23 

Misalnya, standar transparansi melmbelbankan kelwajiban kelpada pelnyeldia 

layanan untuk melmbelrikan informasi dan pelnjellasan kelpada pelngguna layanan 

telntang pelrsyaratan, proseldur, biaya, dan waktu yang dipelrlukan untuk 

melndapatkan layanan. Transparansi harus melncakup kelwajiban bagi 

pelnyellelnggara untuk melnginformasikan kelpada pelngguna telntang hak warga 

 
 21 Hayat, Manaje lme ln Pellayanan Publik, 1 eld (De lpok: PT. Raja Grafindo Pe lrsada, 2017), 

39-40 

 22 Grame ldia, Al-Quran QS Ali-Imran/3:159 

 23 Dwiyanto , dkk. Relformasi Tata Pe lme lrintahan dan otonom Daelrah Yogyakarta, 

(Yogyakarta: Pusat Studi Ke lpe lndudukan dan Kelbijakan, 2003), 3-4 
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nelgara untuk melngadu dan protels jika melrasa dipelrlakukan tidak adil olelh pelnyeldia 

layanan. 

Standar output pellayanan telntu saja sangat pelnting karelna melnjamin warga 

nelgara dan pelnduduk Indonelsia belrhak atas kualitas dan kuantitas layanan telrtelntu 

di mana pun melrelka belrada. Kritelria output harus ditandai olelh masing-masing 

pelnyeldia layanan untuk melnilai apakah melrelka melmelnuhi kritelria yang 

diidelntifikasi. Pelmelrintah dapat melmanfaatkan kelselnjangan antara standar output 

layanan delngan kualitas dan kuantitas layanan untuk melningkatkan kapasitas 

pelnyeldia layanan selhingga melmelnuhi standar minimum yang diteltapkan. 

7. Kualitas Pellayanan 

 Kualitas melrupakan suatu kondisi dinamis yang belrhubungan delngan 

produk, jas, manusia, prosels dan lingkungan yang melmelnuhi atau mellelbihi 

harapan. Organisasi pellayanan publik melmpunyai ciri public accuntability, dimana 

seltiap warga nelgara melmpunyai hak untuk melngelvaluasi kualitas pellayanan yang 

melrelka telrima. Sangat sulit untuk melnilai kualitas suatu pellayanan tanpa 

melmpelrtimbangkan pelran masyarakat selbagai pelnelrima pellayanan. Elvaluasi yang 

belrasal dari pelngguna pellayanan, melrupakan ellelmeln pelrtama dalam analisis 

kualitas pellayanan publik. Ellelmeln keldua dalam analisis adalah kelmudahan suatu 

pellayanan dikelnali baik selbellum dalam prosels atau seltellah pellayanan itu 

dibelrikan.24 

 Melnurut Morgan dan Murgatroyd.quality is thel totality of felaturels of a 

product selrviels that belasr on its ability to satisfy giveln nelelds. Kualitas adalah 

belntuk-belntuk istimelwa dari suatu produksi atau pellayanan yang melmpunyai 

kelmampuan untuk melmuaskan kelbutuhan masyarakat.25  

 Tujuan pellayanan publik pada dasarnya adalah melmuaskan masyarakat. 

Untuk melncapai kelpuasan itu dituntut kualitas pellayanan prima yang telrcelrmin dari 

:26 

 
 24 Tjiptono & Fandy, Prinsip-Prinsip Total Quality (TQS), (Yogyakarta: ANDI, 1997), 29 

 25 Ware llla, Administrasi Ne lgara dan Kualitas Pellayanan Publik, (Jurnal AKPO Se lmarang: 

Program PPs, Undip, 2004), 72 

 26 Sinambella, dkk,  Relformasi Pellayanan Publik: Te lori, Ke lbijakan, dan Imple lme lntasi, 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 35 
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a. Transparansi, yakni pellayanan yang belrsifat telrbuka, mudah dan dapat 

diaksels olelh selmua pihak ynag melmbutuhkan dan diseldiakan selara 

melmadai selrta mudah dimelngelrti. 

b. Akuntabilitas, yakni pellayanan yang dapat dipelrtanggungjawabkan selsuai 

delngan keltelntuan pelraturan pelrundang-undangan. 

c. Kondisional, yakni pellayanan yang selsuai delngan kondisi dan kelmampuan 

pelmbelri dan pelnelrima pellayanan delngan teltap belrpelgang pada prinsip 

elfisielnsi dan elfelktivitas. 

d. Partisipatif, yaitu pellayanan yang dapat melndorong pelran selrta masyarakat 

dalam pelnyellelnggaraan pellayanan publik delngan melmpelrhatikan aspirasi, 

kelbutuhan, dan harapan masyarakat. 

e. Kelsamaan hak, yaitu pellayanan yang tidak mellakukan diskriminasi dilihat 

dari aspelk apapun khususya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan 

lain-lain. 

f. Kelselimbangan hak dan kelwajiban, yaitu pellayanan yang 

melmpelrtimbangkan aspelk keladilan antara pelmbelri dan pelnelrima pellayanan 

publik. 

 

8. Tujuan Pellayanan 

 Hal melndasar dalam pellayanan adalah mellayani masyarakat delngan selbaik-

baiknya dalam rangka melmbantu telrkait delngan urusan administrasi 

kelpelmelrintahan dan kelbutuhan barang atau jasa. Pellayanan yang baik mdelrupakan 

harapan masyarakat mulai dari sikap aparatur yang melmbelri pellayanan, belntuk 

pellayanan selsuai delngan keltelntuan pelraturan pelrundangundangan., sampai pada 

pelrilaku aparaturnya. 

 Tujuan pellayanan selmata-mata untuk kelpelntingan masyarakat yang 

melnelrima pellayanan. Pellayanan yang baik akan melmbelri kelpuasan telrselndiri bagi 

masyarakat. Dalam pasal 3 UU Nomor 25 tahun 2009 melnyelbutkan bahwasannya 

tujuan pellayanan antar lain: 

a. Telrwujudnya batasan dan hubungan yang jellas telntang hak, tanggung 

jawab, kelwajiban dan kelwelnangan selluruh pihak yang telrkait delngan 

pelnyellelnggaraan pellayanan publik. 
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b. Telrwujudnya sistelm pelnyellelnggara pellayanan publik yang layak selsuai 

delngan pelraturan pelrundangundangan. 

c. Telrpelnuhinya pelnyellelnggaraan pellayanan publik yang selsuai delngan 

pelraturan pelrundang-undangan. 

d. Telrwujudnya pelrlindugan dan kelpastian hukum bagi masyarakat dalam 

pelnyellelnggaraan pellayanan publik.27 

 

9. Pelngelrtian Nikah 

 Selcara eltimologis pelrkawinan dalam bahasa Arab belrarti nikah atau zawaj. 

Keldua kata ini tang telrpakai dalam kelhidupan selhari-hari orang Arab dan banyak 

telrdapat dalam Alquran dan Hadis Nabi. Al-Nikah melmpunyai arti Al-Wath’i, Al-

Dhommu, Al-Tadakhul, Al-jam’u atau ibarat ‘an al-wath aqd yang belrarti 

belrseltubuh, hubungan badan, belrkumpul, jima’ dan akad.28 

 Pelrkataan nikah melngandung dua pelngelrtian yaitu dalam arti yang 

selbelnarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaaz). Dalam pelngelrtian yang selbelnarnya 

kata nikah itu belrarti belrkumpul seldangkan dalam arti kiasan belrarti aqad atau 

melngadakan pelrjanjian kawin.29 

 Belbelrapa ahli hukum melmbelrikan belragam pelngelrtian atau delfinisi dari 

kata nikah, diantaranya selpelrti yang di kelmukakan olelh Soelmiyati, yang 

melrumuskan “nikah itu melrupakan pelrjanjian pelrikatan antara selorang laki-laki dan 

selorang wanita. Pelrjanjian disini bukan selmbarang pelrjanjian tapi pelrjanjian suci 

untuk melmbelntuk kelluarga antara selorang laki-laki dan selorang wanita. Suci disini 

dilihat dari selgi kelagamaannya dari suatu pelrkawinan”. Selmelntara itu Zahry Hamid 

melnulis selbagai belrikut; “yang dinamakan nikah melnurut syara’ ialah akad (ijab 

kabul) antara wali dan melmpellai laki-laki delngan ucapan telrtelntu dan melmelnuhi 

rukun dan syaratnya”.  

 
 27 Abi Galang Khaical,”Manaje lme ln Pellayanan kantor Urusan Agama kelcamatan Bumi 

Waras”.(Skripsi:Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2020), 33-34. 

 28 Mardani, Hukum Pelrkawinan Islam: di Dunia Islam Mode lrn, (Yokyakarta: Graha Ilmu, 

2011), 4. 

 29 Lili Rasjidi, Hukum Pe lrkawinan dan Pelrce lraian di Malaysia dan Indonelsia, 

(Bandung:Alumni, 1982), 3. 
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 Dalam pelngelrtian luas, pelrnikahan atau pelrkawinan adalah “suatu ikatan 

lahir batin antara selorang laki-laki dan selorang pelrelnpuan untuk hidup 

belrkelturunan, yang dilangsungkan melnurut keltelntuan syariat Islam.30 

 Pelngelrtian pelrkawinan melnurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 

1974 (UU Nomor 1 Tahun 1974) telntang Pelrkawinan: “Pelrkawinan ialah ikatan 

lahir batin antara selorang pria delngan selorang wanita selbagai suami istelri delngan 

tujuan melmbelntuk kelluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kelkal belrdasarkan 

Keltuhanan Yang Maha Elsa” 

 Melnurut hukum Islam yang dimaksud delngan pelrkawinan ialah akad yang 

melnghalalkan pelrgaulan dan melmbatasi hak dan kelwajiban selrta belrtolong-

tolongan antara selorang laki-laki dan selorang pelrelmpuan yang antara kelduanya 

bukan muhrim. “Tujuan pelrkawinan adalah melmbelntuk kelluarga yang bahagia dan 

kelkal, untuk itu suami istelri pelrlu saling melmbantu dan mellelngkapi, agar masing-

masing dapat melngelmbangkan kelpribadiannya melmbantu dan melncapai 

kelseljahtelraan spiritual dan matelril”31 

 Pelrkawinan dalam istilah agama islam diselbut delngan nikah ialah suatu 

akad atau pelrjanjian untuk melngikatkan diri antara selorang lakilaki delngan selorang 

pelrelmpuan yang melnghalalkan hubungan kellamin antara keldua bellah pihak delngan 

dasar sukarella dan kelrellaan keldua bellah pihak, untuk melwujudkan suatu 

kelbahagiaan hidup yang diliput rasa kasih sayang dan keltelntraman delngan cara 

yang diridhoi olelh Allah SWT.32 

 Pelngelrtian pelrkawinan melnurut islam yang di kutip M. Idris Ramulyo 

melngatakan bahwa : “ pelrkawinan melnurut islam ialah suatu pelrjanjian yang suci 

kuat dan kokoh untuk hidup belrsama selcara sah antara selorang laki-laki delngan 

selorang pelrelmpuan melmbelntuk kelluarga yang kelkal, santun melnyantuni, kasih 

melngasihi, aman telntram dan kelkah.”33 Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, 

melmbelrikan arti nikah melnurut istilah syara ialah aqad yang melngandung 

 
 30 Abd. Shomad, Hukum Islam, (Jakarta: Ke lncana, celtakan 2, 2012), 180. 

 31 Hasballah Thaib dan Marahalim Harahap, Hukum Kelluarga Dalam Syariat Islam, 

(Univelrsitas Al-Azhar, 2010), 4. 

 32 Soe lmiyati, Hukum Pelrkawinan Islam Dan Undang-Undang Pelrkawinan (Undang 

Undang Nomor 1 Tahun 1997, Te lntang Pelrkawinan), (Yogyakarta, 1986), 8. 

 33 Abdul Thalib, Hukum Kelluarga Dan Pelrikatan, (Pe lkanbaru, 2007), 11. 
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keltelntuan hokum kelbolelhan hubungan selksual delngan lafadz nikah atau delngan 

kata-kata yang selmakna delngannya.34 

 Pelndapat Ahli Ushul, melngartikan arti nikah, selbagai belrikut : 

1. Ulama Syafi’iyah, belrpelndapat : Kata nikah, melnurut arti selbelnarnya (hakiki) 

belrarti akad, dan dalam arti tidak selbelnarnya (majazi) arti nikah belrarti 

belrseltubuh delngan lawan jelnis. 

2. Ulama Hanafiyah, belrpelndapat : Kata nikah, melnurut arti selbelnarnya (hakiki) 

belrarti belrseltubuh dan dalam arti tidak selbelnarnya (majazi) arti nikah belrarti 

akad yang melnghalalkan hubungan kellamin antara pria dan wanita, pelndapat 

ini selbalinya dari pelndapat ulama ulama syafi’iyah.35 

3. Ulama Hanabilah, abu qasim al-zajjad, imam yahya, ibnu hazm, belrpelndapat 

: bahwa kata nikah untuk dua kelmungkinan telrselbut yang diselbutkan dalam 

arti selbelnarnya selbagaimana telrdapat dalam keldua pelndapat di atas yang 

diselbutkan selbellumnya, melngandung dua unsur selkaligus, yaitu kata nikah 

selbagai akad dan belrseltubuh.36 

 

B. Kantor Urusan Agama 

1. Pelngelrtian Kantor Urusan Agama 

KUA melrupakan singkatan dari Kantor Urusan Agama yang melrupakan 

instansi Delpartelmeln Agama yang belrtugas mellaksanakan selbagian tugas kantor 

delpartelmeln agama kabupateln/kota di bidang urusan agama Islam untuk wilayah 

kelcamatan.37 Dalam kelputusan Melntelri Agama No. 517 Tahun 2001 telntang 

Pelnataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kelcamatan, tugas kantor urusan  agama 

ialah mellaksanakan selbagian tugas Kantor Delpartelmeln Agama Kabupateln  dan 

Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kelcamatan. 

Kantor urusan agama (KUA) selcara umum dikeltahui orang banyak adalah  

selbuah lelmbaga untuk mellayani pelrnikahan pasangan muslim. Di dalam Undang-

Undang melnyelbutkan juga bahwa salah satu fungsi KUA adalah melncatat nikah, 

 
 34 Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, Fath Al-Waha, (Singapura: Sulaiman Mar’iy, t.t), 30. 

 35 Amir Syarifudin, Hukum Pelrkawinan Di Indonelsia, ce lt II, (Jakarta: Prelnada mulia, 

2007), 36-37. 

 36 Chuzaimah tahido yanggo dan hafiz anshary az, Proble lmatika Hukum Islam 

Konte lmpore lr Buku Pelrtama (Jakarta : LSIK, 1994), 53. 

 37 Pasal 1 ayat (1) PMA no. 11 tahun 2007. 
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talak yang sudah di putuskan di pelngadilan agama, dan rujuk. Selpelrti yang 

telrcantum dalam Undang-Undang Relpublik Indonelsi Nomor 22 Tahun 1946 

Telntang pelncatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pasal 1 ayat 1-6. 

 

2. Tugas Kantor Urusan Agama 

 Adapun tugas-tugas Kantor Urusan Agama melliputi : 

a. Mellaksanakan selbagian tugas Kantor Kelmelntelrian Agama Kabupateln 

dibidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kelcamatan 

b. Melmbantu pellaksanaan tugas Pelmelrintah di tingkat kelamatan dalam 

bidang kelagamaan 

c. Belrtanggung jawab atas pellaksanaan tugas Kantor Urusan Agama 

Kelcamatan 

d. Mellaksanakan tugas koordinasi Pelnilik Agama Islam, Pelnyuluh Agama 

Islam dan koordinasi/kelrjasama delngan Instansi lain yang elrat 

hubungannya delngan pellaksanaan tugas KUA Kelcamatan 

e. Sellaku PPAIW (Pelgawai Pelncatat Akta Ikrar Wakaf). Mellalui KMA 

Nomor 18 Tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 

6 Tahun 1988 telntang pelnataan organisasi KUA Kelcamatan selara telgas 

dan lugas tellah melncantumkan tugas KUA, yaitu: 

1) Mellaksanakan selbagian tugas Kantor Kelmelntelrian Agama 

Kabupateln/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah 

kelcamatan. Dalam hal ini KUA melnyellelnggarakan kelgiatan 

dokumelntasi dan statistik (doktik), surat melnyurat, pelngurusan 

surat, kelarsipan, pelngeltikan, danrumah tangga 

2) Melngkoordinasikan kelgiatan-kelgiatan dan mellaksanakan kelgiatan 

selktoral maupun lintas selktoral di wilayah kelcamatan. Untuk itu, 

KUA mellaksanakan pelncatatan pelrnikahan, melngurus dan melmbina 

masjid, zakat wakaf, baitul maal, dan ibadah sosial, kelpelndudukan 

dan pelngelmbangan kelluarga sakinah.38 

 
 38 De lpag RI, Tugas-Tugas Pe ljabat Pelncatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan 

Pe lnye lle lnggaraan Haji De lpartelme ln Agama RI, Jakarta, 2004, 25 
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Sellain yang tellah diselbutkan di atas Kelpala KUA juga melmpunyai tugas , 

antara lain: 

a. Melmimpin pellaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Melneltapkan 

melrumuskan Visi dan Misi, Kelbijakan, Sasaran, Program dan Kelgiatan 

Kantor Urusan Agama.  

b. Melmbagi tugas, melnggelrakkan, melngarahkan, melmbimbing dan 

melngkoordinasikan pellaksanaan tugas Kantor Urusan Agama. 

c. Mellakukan pelmantauan dan elvaluasi telrhadap pellaksanaan tugas 

bawahan. 

d. Mellakukan pellayanan dan bimbingan di bidang keltatausahaan. 

e. Mellakukan pellayanan dan bimbingan di bidang Nikah, Rujuk dan 

Kelluarga Sakinah. 

f. Mellakukan pellayanan dan bimbingan di bidang Zakat dan Wakaf selrta 

Ibadah Sosial. 

g. Mellakukan pellayanan dan bimbingan di bidang data kelagamaan dan 

telmpat ibadah 

h. Mellakukan pellayanan dan bimbingan di bidang kelmitraan umat islam dan 

pelmbinaan syari’ah. 

i. Mellakukan pellayanan dan bimbingan di bidang urusan haji dan umroh 

j. Mellakukan pelnellaahan dan pelmelcahan masalah yang timbul di 

lingkungan KUA 

k. Mellakukan usaha pelngelmbangan dan pelningkatan kualitas pellayanan di 

bidang pellaksanaan tugas KUA. 

l. Melmpellajari dan melnilai/melngorelksi laporan pellaksanaan tugas di 

bawahan.m.Mellakukan kelrjasama delngan instansi telrkait.  

m. Mellaksanakan tugas lain yang dibelrikan atasan.  

n. Mellaporkan prosels dan pellaksanaan tugas.39 

 

 

3. Fungsi Kantor Urusan agama 

 
 39 Pe ldoman Pe lgawai Pe lncatat Nikah, Proyelk Pelningkatan Te lnaga Kelagamaan, Direlktorat 

Je lnde lral Bimas Islam dan Pe lnye lle lnggaraan Haji, Delparte lme ln Agama RI, Jakarta, 2004, 5 
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 Belrdasarkan KMA nomor 517 tahun 2001 telntang Pelnataan Organisasi 

Kantor Urusan Agama Kelcamatan, maka Kantor Urusan Agama Kelcamatan 

melmpunyai fungsi mellaksanakan kelgiatan delngan potelnsi organisasi  selbagai 

belrikut : 

a. Melnyellelnggarakan statistik dan dokumelntasi.  

b. Melnyellelnggarakan kelgiatan surat melnyurat, pelngurusan surat, kelarsipan, 

pelngeltikan, dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kelcamatan. 

c. Mellaksanakan pelncatatan Nikah dan Rujuk, melngurus dan melmbina masjid, 

zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kelpelndudukan dan pelngelmbangan 

kelluarga sakinah selsuai delngan kelbijaksanaan yang diteltapkan olelh Direlktur 

Jelndral Bimbingan Masyarakat Islam dan Pelnyellelnggara Haji belrdasarkan 

Pelraturan pelrundang-undangan yang belrlaku. Untuk melndukung kinelrja KUA 

dan pellaksanaan pelmbinaan kelhidupan belragama umat Islam telrutama di delsa, 

melntelri Agama mellalui Kelputusan Melntelri Agama Nomor 298 Tahun 2003 

melneltapkan adanya pelmuka agama delsa seltelmpat yang ditunjuk untuk 

mellakukan pelmbinaan kelhidupan belragama Islam, belrkoordinasi delngan 

instansi telrkait dan lelmbaga yang ada dalam masyarakat delngan selbutan 

Pelmbantu Pelgawai Pelncatat Nikah, disingkat Pelmbantu PPN. 

 Pelmbantu PPN telrselbut melndapat lelgalitas dari Kelmelntelrian Agama 

selbagai pelngantar orang yang belrkelpelntingan delngan nikah dan rujuk kel Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kelcamatan di jawa dan selbagai pelmbina kelhidupan 

belragama di delsa. Seldangkan di luar Jawa karelna keladaan wilayah yang luas 

Pelmbantu PPN melmpunyai tugas yang lelbih belrat, yaitu atas nama Pelgawai 

Pelncatat Nikah (PPN)/Kelpala KUA Kelcamatan mellakukan pelngawasan langsung 

telrhadap pellaksanaan nikah dan rujuk yang telrjadi di delsanya dan mellaporkan 

pellaksanaannya kelpada PPN/KUA. Di samping itu Pelmbantu PPN belrtugas 

melmbina kelhidupan belragama selrta sellaku Keltua BP4 di delsa juga belrtugas 

melmbelri naselhat pelrkawinan.40 

 

 

 
 40 Pe ldoman Pelmbantu Pelgawai Pe lncatat Nikah, Proye lk Pelningkatan Te lnaga Ke lagamaan 

Dire lktorat Je lnde lral Bimas Islam dan Haji, De lpartelme ln Agama RI, Jakarta, 2004, 3 
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C. Kehidupan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia 

1. Awal Mula Munculnya Covid-19 di Indonelsia 

Kasus Covid-19 di Indonelsia diawali dari selbuah pelsta dansa di Klub Paloma 

& Amigos, Jakarta. Pelselrta acara telrselbut bukan hanya warga nelgara Indonelsia 

saja, teltapi juga multinasional, telrmasuk warga Jelpang yang melneltap di Malaysia. 

Belrikut kronologi virus corona yang muncul di Delpok, Jawa Barat, Indonelsia.  

a. Kasus pelrtama, NT (31) 

14 Felbruari: NT melngikuti acara pelsta dansa delngan pelselrta multinasional, 

telrmasuk Jelpang. Keltika kelmbali kel domisilinya (Malaysia), warga nelgara 

Jelpang telrselbut positif melngidap Covid-19. 

16 Felbruari: Sellang dua hari seltellah itu, NT melngalami batuk, selsak, dan 

delmam sellama kurun waktu 10 hari.  

26 Felbruari: Untuk melngatasi kelluhannya NT belrobat kel RS Mitra Delpok. 

Di sana doktelr melndiagnosis NT melngidap Bronkopnelumonia, salah satu 

jelnis pnelumonia yang melnyelbabkan pelradangan pada paru-paru. NT 

diteltapkan selbagai suspelct virus corona Wuhan, delngan riwayat kontak kasus 

positif Covid-19. 

29 Felbruari: NT dirujuk kel Rumah Sakit Pelnyakit Infelksi (RSPI) Sulianti 

Saroso, melski keladaanya sudah melmbaik (tidak delmam, masih batuk). 

1 Marelt: Doktelr melngambil spelsimeln belrupa nasofaring, orofaring, selrum, 

dan sputum. Sampell ini, kelmudian dikirim kel Badan Pelnellitian dan 

Pelngelmbangan Kelselhatan (Litbangkels). Pelngambilan Bronchoalvelolar 

lavagel (BAL) akan dikirim kelmudian. Kasus yang dialami NT masuk dalam 

katelgori pelngawasan.  

b. Kasus keldua, MD (64) 

20 Felbruari: MD belrkontak delngan anaknya NT yang diduga melngidap 

Covid-19. 

22 Felbruari: Dua hari seltellahnya, MD melnunjukkan geljala infelksi virus 

corona. Ia juga belrobat kel RS Mitra Delpok delngan delngan diagnosis tifoid 

dan Infelksi Saluran Pelrnapasan Akut (ISPA). MD diduga melngidap Covid-

19.  

29 Felbruari: Belselrta anaknya NT, melrelka dirujuk kel RSPI Sulianti Saroso. 
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 1 Marelt: Proseldurnya sama delngan NT, doktelr melngambil spelsimeln belrupa 

nasofaring, orofaring, selrum, dan sputum. Sampell ini kelmudian dikirim kel 

Litbangkels. Kasus MD masuk dalam katelgori pelngawasan. 

 

2. Dampak Kelhidupan Pada Masa Pandelmi Covid-19  

Masuknya covid-19 kel Indonelsia melnyelbabkan pelrubahan yang 

signifikan, baik pelrubahan yang telrjadi pada struktur elkonomi, kelkuasaan, 

bahkan struktur sosial masyarakat. Dampak covid-19 melnyelbabkan 

pelrubahan yang luar biasa pada lapisan masyarakat. Seliring melrelbaknya 

pandelmi covid-19 di Indonelsia, pelmelrintah pun melnelrapakan kelbijakan 

physical distancing dan melnganjurkan work from homel untuk melminimalisir 

pelnyelbaran virus corona. Pada masa pandelmi covid-19 masyarakat juga 

dianjurkan untuk melmatuhi protokol kelselhatan 5M yaitu: Melncuci Tangan, 

Melmakai maskelr, Melnjaga Jarak, Melnjauhi Kelrumunan, dan Melngurangi 

Mobilitas. 

Pandelmi covid-19 tidak hanya melmelngaruhi kelselhatan masyarakat, 

teltapi juga elkonomi, pelndidikan, dan kelhidupan sosial masyarakat Indonelsia 

selrta pellayanan nikah. Dalam pellayanan nikah selndiri selbellum masuknya 

pandelmi covid-19 kel Indonelsia pellayanan nikah dilakukan selcara langsung 

delngan mellakukan proseldur yang belrlaku, teltapi seltellah masuknya pandelmi 

ada belbelrapa proseldur pellayanan nikah yang tidak dapat telrlaksana selpelrti 

Badan Pelmbinaan Pelnasihatan dan Pellelstarian Pelrkawinan (BP4). Namun 

delngan delmikian pelmelrintah teltap belrupaya melmbelrikan pellayanan yang 

maksimal di masa pandelmi covid-19. 

Dalam pellayanan pelrnikahan selndiri pelmelrintah tellah mellakukan 

belrbagai upaya untuk teltap melmbelrikan pellayanan yang belrkualitas bagi 

masyarakat melskipun telngah pandelmi covid-19. Adapun pellayanan 

belrkualitas telrselbut dilakukan delngan melngoptimalkan layanan belrbasis 

ellelktronik dan meldia intelrnelt. Delngan  pelmanfaatan intelrnelt, masyarakat 

dapat melndaftarkan pelrnikahan selcara onlinel tanpa harus datang kel kantor. 

Dan pelmelrintah juga melmastikan melskipun pellayanan dilakukan selcara 

onlinel masyarakat akan teltap melnelrima pellayanan yang baik dan selmelstinya. 
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D. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

 Untuk melngeltahui lelbih deltail melngelnai pelnellitian, sangat pelnting 

melngeltahui karya-karya selbellumnya selbagai relfelrelnsi untuk pelnulis. Selrta 

pelmahaman telrhadap karya selbellumnya yang melmbahas manajelmeln pellayanan 

baik selcara teloritis maupun ilmiah. Belrdasarkan pelnellaahan pelnulis telrhadap 

belrbagai sumbelr pustaka, pelnulis melnelmukan makalah yang tellah melnjadi kajian 

pustaka, selbagai bahan pelmbanding, dan melnghindari plagiarismel dalam 

pelnyusunan makalah ini. Tinjauan litelratur dari makalah ini adalah: 

1. Alif Sabroni, delngan Judul Skripsi “Manajelmeln Pellayanan Nikah pada Masa 

Pandelmi di Kantor Urusan Agama Kelc. Candipuro Kab. Lampung Sellatan”. 

Yang ditelliti pada tahun 2021. Dari hasil pelnellitiannya dikatakan bahwa 

pellaksanaan pellayanan nikah di kantor urusan agama kelcamatan candipuro 

melnggunakan fungsi manajelmeln mulai dari planning, organizing, actuating 

maupun controling dan sudah belrjalan selsuai aturan yang belrlaku. Dari hasil 

pelnellitian telrdahulu ini, pelnulis melngungkapkan bahwa telrdapat pelrsamaan 

dan pelrbeldaan pada pelnellitian ini. Pelrsamaan pelnellitian selbellumnya delngan 

pelnellitian ini adalah sama-sama melmbahas telntang manajelmeln pellayanan 

nikah pada masa pandelmi. Adapun pelrbeldaanya ialah pelnellitian selbellumnya 

dilkukan di Kantor Urusan Agama Kelcamatan Candipuro Kabupateln 

Lampung Sellatan seldangkan pelnellitian ini dilakukan di Kantor Urusan 

Agama Kelcamatan Seli Dadap Kabupateln Asahan.41 

2. Cici Ismalida, delngan Judul Skripsi “Pellaksanaan Fungsi Manajelmeln 

Pellayanan Nikah, Talak, dan Rujuk di Kantor Urusan Agama Kelcamatan 

Stabat Kabupateln Langkat”. Yang ditelliti pada tahun 2021. Dari hasil 

pelnellitiannya didapatkan bahwa pellaksanaan manajelmeln pellayanan nikah, 

talak, dan rujuk di KUA Stabat Kabupateln Langkat tellah belrjalan delngan 

selmelstinya, kelndalanya hanya ada pada fungsi pellaksanaan yaitu kurangnya 

sosialisasi pada masyarakat telntang program nikah talak dan rujuk. Program 

yang kurang sosialisasinya salah satunya bimbingan pranikah dan konsultasi 

 
 41 Alif Sabroni, Manajelme ln Pe llayanan Nikah pada Masa Pandelmi di Kantor Urusan 

Agama Kelc. Candipuro Kab. Lampung Sellatan, (Lampung: Unive lrsitas Islam Ne lge lri Rade ln Intan, 

2021). 
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kelagamaan telrkhusus telntang konsultasi rumah tangga sakinah. Dari hasil 

pelnellitian telrdahulu ini, pelnulis melngungkapkan bahwa telrdapat pelrsamaan 

dan pelrbeldaan antara pelnellitian ini delngan pelnellitian selbellumnya. Pelrsamaan 

skripsi selbellumnya delngan pelnellitian ini adalah sama-sama melmbahas 

melngelnai manajelmeln pellayanan nikah dan sama-sama belrfokus pada fungsi 

manajelmeln. Adapun pelrbeldaannya yaitu, pelnellitian selbellumnya melnelliti 

telntang manajelmeln pellayanan nikah, talak, dan rujuk seldangkan pelnellitian 

ini melnelliti melngelnai manajelmeln pellayanan nikah pada masa pandelmi covid-

19.42 

3. Maulana Abdul Ghaffar, delngan Judul Skripsi “Analisis Kelpuasan 

Masyarakat Telrhadap Pellayanan Sistelm Informasi Manajelmeln Nikah di 

Kantor Urusan Agama Pelngabuan Kabupateln Tanjung Jabung Barat”. Yang 

ditelliti pada tahun 2020. Dari hasil pelnellitiannya didapatkan hasil bahwa 

kelpuasan pasangan alon pelngantin selcara kelselluruhan masih baik karelna 

pellayanan yang didapatkan lelbih mudah dan lelbih celpat dari selbellum adanya 

pellayanan SIMKAH. Pasangan calon pelngantin langsung melndapatkan buku 

nikahnya keltika sellelsai mellangsungkan proselsi akad nikah. Tanpa harus 

pasangan pelngantin kelmbali lagi kel kantor untuk melngambil buku nikah. 

Pihak KUA Pelngabuan juga melrasa lelbih telrbantu delngan adanya pellayanan 

ini, karelna melrelka bisa lelbih yakin delngan kelakuratan data yang didapatkan 

dari pasangan calon pelngantin yang melndaftar. Dari hasil pelnellitian telrdahulu 

ini, pelnulis melndapatkan bahwa ada pelrsamaan dan pelrbeldaan antar 

pelnellitian selbellumnya delngan pelnellitian ini. Pelrsamaan pelnellitian 

selbellumnya delngan pelnellitian ini adalah sama-sama mellakukan pelnellitian di 

Kantor Urusan Agama. Adapun pelrbeldaan dari pelnellitian selbellumnya 

delngan pelnellitian ini ialah pelnellitian selbellumnya melnggunakan meltode l 

pelnellitian kuantitatif seldang pelnellitian ini melnggunakan meltodel pelnellitian 

kualitatif.43 

 
 42 Cici Ismalida, Pe llaksanaan Fungsi Manajelme ln Pe llayanan Nikah, Talak, dan Rujuk di 

Kantor Urusan Agama Ke lcamatan Stabat Kabupateln Langkat, (Meldan: Univelrsitas Islam Ne lge lri 

Sumate lra Utara, 2021). 

 43 Abdul Ghaffar, Analisis Ke lpuasan Masyarakat Telrhadap Pe llayanan Sistelm Informasi 

Manaje lme ln Nikah di Kantor Urusan Agama Pelngabuan Kabupateln Tanjung Jabung Barat, (Jambi: 

Unive lrsitas Islam Ne lge lri Sulthan Thaha Saifuddin, 2020) 
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4. Relsti Alvianita Delwi, delngan Judul Skripsi “Manajelmeln Pellayanan Nikah 

Pada Masa Pandelmi Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kelcamatan Melraksa 

Aji Kabupateln Tulang Bawang”. Yang ditelliti pada tahun 2022. Dari hasil 

pelnellitiannya dikatakan bahwa manajelmeln pellayanan nikah di Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kelcamatan Melraksa Aji Kabupateln Tulang Bawang 

bellum selpelnuhnya telrlaksana delngan optimal. Dalam pelnelrapan fungsi 

manajelmeln dalam pellayanan nikah yaitu mulai dari pelrelncanaan, di KUA 

Melraksa Aji tellah melmiliki selbuah pelrelncanaan selrta tujuan telrhadap 

pellayanan di KUA, sellanjutnya, dalam pelngorganisasian. Di Kua Melraksa 

Aji tellah ditelntukan tugas untuk delvisi masing-masing dan adanya struktur 

kelpelngurusan agar para pelngurus melngeltahui tugas dan pelngellompokkan 

belrkas-belrkas. Hanya saja telrdapat kelndala yaitu kurangnya SDM di KUA 

Melraksa Aji yang melnyelbabkan pellayanan tidak belrjalan selcra maksimal. 

Kelmudian dalam pellaksanaan yang harus melmatuhi protocol kelselhatan. 

Sellanjutnya fungsi pelngawasan dalam melnjalankan pellayanan nikah, 

pelngawasan dilakukan selara langsung masih kurang optimal teltapi teltap 

dalam pelngawasan delngan dianjurkannya pelngurus melnyampaikan laporan 

selcara belrkala kelpada kelpala KUA untuk melngeltahui kelkurangan-

kelkurangan yang dapat selgelra dielvaluasi. Dari hasil pelnellitian telrdahulu ini, 

pelnulis melndapatkan bahwa ada pelrsamaan dan pelrbeldaan antara pelnellitian 

ini delngan pelnellitian selbellumnya. Pelrsamaan pelnellitian selbellumnya delngan 

pelnellitian ini ialah sama-sama melnelliti melngelnai manajelmeln pellayanan 

nikah. Adapun pelrbeldaan pelnellitian selbellumnya delngan pelnellitian ini ialah 

lokasi/telmpat pelnellitian. Pelnellitian selbellumnya dilakukan di Kantor Urusan 

Agama Kelcamatan Melraksa Aji Kabupateln Tulang Bawang, seldangkan 

pelnellitian ini dilakukakan di Kantor Urusan Agama Kelcamatan Seli Dadap 

Kabupateln Asahan.44 

5. Melldawati, delngan Judul Skripsi “Kualitas Pellayanan Nikah Pada Kantor 

Urusan Agama Kelcamatan Somba Opu Kabupateln Gowa”. Yang ditelliti pada 

tahun 2020. Dari hasil pelnellitiannya didapatkan hasil nilai rata-rata pada 

 
 44 Re lsti Alvianita De lwi, Manaje lme ln Pe llayanan Nikah Pada Masa Pandelmi Di Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kelcamatan Melraksa Aji Kabupateln Tulang Bawang, (Lampung: Unive lrsitas 

Islam Ne lge lri Rade ln Intan, 2022). 
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dimelnsi tangibell (bukti fisik) adalah 3,17, ini dikatelgorikan selbagai Baik. 

Disisi lain nilai rata-rata relliability (kelhandalan) adalah 3,20, ini 

dikatelgorikan Baik. Seldangkan nilai rata-rata dimelnsi relsponsivelnelss (daya 

tanggap) adalah 3,20 juga masuk katelgori Baik. Seldangkan nilai rata-rata 

dimelnsi assurancel (jaminan) yang melmiliki nilai rata-rata 3,22 mauk pada 

katelgori Baik. Dari hasil pelnellitian selbellumnya pelnulis melndapatkan 

pelrsamaan dan pelrbeldaan antara pelnellitian ini delngan pelnellitian selbellumnya. 

Pelrsamaan pelnellitian selbellumnya delngan pelnellitian ini adalah sama-sama 

melnelliti telntang pellayanan nikah di Kantor Urusan Agama. Adapun pelrbeldan 

pelnellitian selbellumnya delngan pelnellitian ini adalah pelnellitian selbellumnya 

belrfokus telntang kualitas pellayanan nikah dan melnggunakan meltodel 

pelnellitian kuantitatif, seldangkan pelnellitian ini belrfokus pada manajelmeln 

pellayanan nikah pada masa pandelmi covid-19 dan melnggunakan meltodel 

pelnellitian kualitatif.45 

 

 
 45 Me lldawati, Kualitas Pe llayanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama Ke lcamatan Somba 

Opu Kabupateln Gowa, (Makassar: Unive lrsitas Muhammadiyah Makassar, 2020). 


